
,iil=Rcffi BA}TT( DAN HAK+IAK KARYAWAN

Sebegian " para pakr arlau' elawai

berpendapat, ini sebagai akibat (antara

lain) naiknya'harga jtral minyak (BBM)

di pasar Intcrnasioisl. Gejala ters€but

tambah.'memperburuk suasail& i iklim

perbankan Indonesia, karena dianggap

tidak mathps, menolong terpuruknya :nilai

tukar nrpiih.brhadap frteta uang "dunia'!

USD atau Euro, Walaupun sebenamYa

p"ntniiian nilai tukar rupiah tersebut,

'tidak t€itait langsung dengcn'existensi

dan kesehatan suatu bank, akan tetapi itu

juga borarti kepercayaan'dunia (bisnis)

Internasional terhadap kredibilitas bank-

bank Indoriesia'monjadl sangat readah,

Rendahnya kepercayaan tersebut,

melahirkan image yang jelek terhadap

dunia: ,perbankan Indonesia secam

keseluruhan. Hal ini misalnya dapat

dilihat dengan adanya Lefter of Crcdit

@rc) Indonesia' tidak ditertma ohh

pengusaha asing yang takut tidak dibayar

(JHB, p.5l).

Belum lagi'seirter dikumarrdangkan dan

diberiekan'bshwa"beberapa bank'*plat

,lne?ah" BNtr, 'BRt abu BTN akan

melakukan merger atau setidak-tidaknya

diakuisisi oleh bankp/ar merah

PtrNDAIIULUAN :

Saiah satu permasalahan yang'dihadapi

oleh dunia perbankan Indortesia bebcrapa

tahun terakhir ini adalah berkurangnya

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

bank-bank yang beroperasi. Banyaknya

barik ,yang "sakit" karena (antara lain)

digerogoti oleh virns kredit macet yang

berjumlah besai dan terjadinYa

pelanggaran ketentuan batas rninimal

pemberian kredit (BMPK) menjadi

penyebab utama penyakit "kanker" yang

meldnda bank-bank di 'Indonesia sejak

awal krismon tahun lgg7. WalauPm

beberapa bank sakit telah *dirawat inap"

(beberapa tahun) di BPPN, namun sampai

dengan bubarnya BPPN hingga saat ini,

kondisi kesehatan perbankan Indonesia

(pada umumnya) belum juga pulih dan

sembuh total dari penyakit kronis yang

diderita.

Sekarang ' ini ada gejala "penyakit

lama" 'kambuh kembali, Yakni

semakin menurunnya nilai tukar

rupiah, walaupun masih jauh dari

nilai yang dicapai pada masa lvismon

ketika itu.
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"papan atas" lainnya, akibat minimnya mengalihkan tanggung-jawab bank

nilai aset perbanlieitf,:plat'nerah tls*kif 
1 *epada :Perrre,rhfah yang akhirnya I

hanya menguntungkan pihak-pihak iuntuk memberi kepercayaan ..dan

kredibilitas (bank-bank dimaksud) pada

tataran lebih baik dari sisi kacamata dunia

pcrbankan.. KarenerrY,a ada j uga berctpy4

balrtva bankdank ., I[done$ia, hanya

terkosan sebagai bank, tago katdangl'

yang. hanye borani bodaga di kampoeng

sendiri.

Masih buramnya "suasaRa'1 perekonornian

Indonesia,'.,,berda*npak, juga pada iklim

perbankan , IRdonesia, terkadang

Pemerintah terpaksa , harus rnengambil

f engkahlangkah nyata g$na menyeiukJran

hati para nasabah yang (mungkin) akan

menjadi korban bank:bank yang tidak

sehat dan, akhirnyg :i'rneninggal'1. Bank

Globsl, merupakaR, .contoh ,/a.ng' rnasih

hangat dalam taad Iirc news di "media"

Indonesia 'yang hingga saat ini rnasih

dalam proses penyelesaian.. Walaupun

tidak urung telah diundangkan UU 24

T.ahun 2004 tentang Lembaga,Pertjasdnan

Sinrpanan, namun'disamping, UU tersehrt

baru,diberlakukan pada bulan September

2005 (menurut ketentuan pemberlakqan-

Dya);, nanrpalqye, Peql,€rintah masih

setengah,ftalf untuk . lnoner4pka{l'.,UU

Frsebut. Mungkin nrasih khawatir,akan

"dinunfaatkan?' oleh nasabah atau de-bitur

n&al yang. berniat jelek untrd<

t€rteniti saja.

Demikian juga, upaya dan, ,langltafr-

langkah melakukan pembenahan, tidak

kurargnkurang dilakukan. P.emailitqn

(banbupcy, failitsmeryt) baik-dengan atau

itanpa likr+idasi terhdap suatu,bank yang

sakitr terkadang merupakqn jalal :pintas

ya.ng sering ditempuh oleh Pemaintah

dq!! tpatp.t.owfi€rs (slntelnlders. atau

xacl&atder):,: gu$a menglrindar dari

t tttrg jawab yang lebih. ,.beqaq

terha@ pa{a nasabah debitor ataq

stakeholder . .: yang , terkait. Selain

pemailitan 4tau likuidasi, ada juga yang

melakukqn .tnerger gu-na memqlihkan

kondisi ,-kesdretan. .bmk., yacg q{i{
(schingga resiko dan. kewajiban diemban

dapat, dipikul bersama. para bank yang

merger) 4gCI bisa, bertambah sehat ataq

setidaknya,.mEngulqflgr rasa sakit :y.ang

(diderrta) be rkepanj angan.

Tulisan, ini, , $q16un 
'6un 

tidak !,!q4

mengkaji masalah kesehatan perbankan

y.a$g akan :,d?'perbircangkan'l- Akan

tetapi akibat kondisi kesehatan !,.ank yp4g

,memburuk tersebu! sehingga kemudian

dilakukan carporate action ., atau

perbtntan hufum merger, ,un,
merupakan salah satu langkah atau.

lr#€HUI{J^IW,2Talg/,Wl,ZW 48



bank yang' mengelola :dana

masyarakat'sangat dituntut mtUk berhati'

hati dalam melakukan bisnisnya Qrudent

banking). Dan dengan merger tersebut

ada pihak yang terpaksa harus dirugikan

terutama karyawan. Oleh karenanya UU

memberi perlindungarr dalam hukurh

perburuhan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 diat'uf:

bahwa apabila terjadi penglabungan

perusahaan (maksudnya me ger, termasuk

meryer'baift|dan -para- karyawan tidek

bersbdia melaniutkan hubungan kerja.

rnaka ia (para' karyawan) 'berhak'atas

uang pesangon 'satu' kali ketentuan

sebagaimana diatur dalam tabel (masa

kerja) Pasal 156 ayat (2) dan uang

pengharagaan masa kerja sebagaimana

diatur dalam (tabel) Pasat 156 ayat (3)

serta berhak atas uang penggantian hak

sesuai Pasal 156 aYat (4).

kimisalahannya siapa-siapakah atau

dari pekeda bank manakah yang berhak

menyatakan tidak bersedia melaniutkan

hubiungan' kerja. Apakah hanya bank-

bank 'yang'dilikuidasi atau bank yang

menggabungkan diri (atau marging

cornpany) ataukah juga pekerja-buruh

dari bank yang suntive berhak

menyatakan tidak bersediamelaniutkan

uFiia'uniut< menyChatkan bank-bank

yang sakit, mengakibatkan 
'harus

dilakukan pengakhiran hubungan kerja,

terkait dengan nasib para pekerja/buruh

pada bank-bank yang melakukan merger'

baik pekerja/buruh Pada bank Yang

menggabungkan diri (marging company);

maupun pekerjatburuh pada bank yang

menerima penggabungan (surtiving

company). Pengaturan mengenai nasib

buruh inilah yang menjadi fokus dalam

tulisan ini.

PERMASALAHAN

Merger adalah meruPakan salah satu

upaya untuk memperbaiki kinerja bank.

Namun jika melihat tujuan dari bank,

demikian juga dengan Perusahaan-

perusahaan pada umumnya Yang

melakukan merger adatah untuk

membangun sinergi memperbaiki kinerJa.

Alasan utama bank melakukan

penggabungan umumnya hamPir sama

dengan jika perusahaan-perusahaan

melakukan merger, yakni juga untuk

manperbaiki kinerja melalui kinerja

dengan spesifikasi masing-masing.

Menurut Munir Fuady, dalam hal seperti

itu bertaku rumus 2 + 2 = 5. Hanya saja

bagi' suatu bank sangat besar tuntuan

untuk memperbaiki sinergi tersebut,
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hubingan lrerja manakala terjadi meger

(163 ayat (?). Sebaliknya dalam UU No.

13 'Tahun 2003 diatur bahwa apabila

teriadi meger,, dan pengusaha !e&
ber$:dia menerima oekeda/bufuh. di

perusah4pnny,a, maka ia (para karyawan)

berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)

kali ketentuan sebagaimana diatur dalam

tabel (masa kerja) Pasal 156 ayat (2) dan

ua[g: pcnghargaan masa kerja

sebagaimana diatur dalam (tabel) P€sal

156 ayat (3) sena berhak atas uang

penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat(4).

Perm,asalahan , dalam hal ini bank

manakah yang berkewajiban memenuhi

hak pekerja/buruh sebagaimana diatur

dalam UU dimaksud. ,A,pakah hanya bank-

bank yang dilikuidasi atau bank yang

menggabungkan . diri (atau .margtng

company) ataukah juga.bank yang surttive'

ikut bertanggung'jawab. , l

Jika terjadi merger, mau tidak-mau, suka

tidak suka harus dilakukan reoraganisasi

dan restrukturisasi bank-bank yang

bcrgabung. Setidak-tidaknya terjadi

reposisi dan rotasi antar unit-unit yang

masih exist pada bank yang survive

(suniving company), demikbn juga kalau

tidak masih megabat pada posisijabatan

yang diduduki, mungkin terjadi

demosi/promosi atinu mutasi, sehingga

menduduki jabatan dalam, struktur

organisasi bank. Dengan kaja lain, dalam

hal terjadi merger, pasti ada jabat4n-

jabatan yang harqs "dilikuidasi" dan ada !

jabatan-jabatan ya-ng mungkin tetap exist :

atau .timbul jabatan-jabatan. baru (p4a 
i

surttiving company) hasil merger dan

dilakukan penempatan sesuai dengan

kehendak pemberi kerja (managemgn),

Dengan demikian, {apat dipastikan

bahwa akan terjadi demosi SDM bagi j

yang tidak kualifrcd atau promosi bagi

pekerJ,?-pekerja yang mempunyai
j

kualifrkasi dan kompetensi yang 
i

memenuhi persyaratan jabatan yang 
i

ditawarkan.

Sehubungan dengan

tersebut diatas, dalam hal terjadi m9€e{r

maka sedikit banyak, pasti terjadi

pengakhiran hubungan kerja, baik oleh

pekerja/yang tidak bersedia melanjutkan

hutungan, kerja, atau Relgakhirry

hubungan kerja yang disebabkan oleh

ketidak-wdiaan penguqaha untuk

mpnerima pekerja melar{utkan hubungp

ke{a. Pekerja/buruh manakah yang, dapat

meryatakan diri tidak bersedia

melanjutkan hubungan kerja ,dan

kewajiban siapa jika pengssaha (bank)

tidak bersedia menerima, pekerja lagi,
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besdr) dari Pemen'ntah Daerah.

Walaupun dalam prakteknya hamPir

semua Bank Umum dibentuk dengan

bentuk hukum perseroan terbatas. Dan

sepengetahuan penulis hingga saat ini

sudah tidak ada bank memilih bentuk

hukum koperasi, kecuati (pada waktu itu)

Bank Bukopin, walaupun kini sudah

berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan

bank yang berbentuk Perusahaan Daerah,

masih banyak ditemui dalam hat bank-

bank tersebut adatah merupakan "Bank

Pembianguni'nn Drierah' seperti Bank
,^ ." r*; I

Jabar,'Bank DKI atau Bank Jatim dan

sebiigainya. ' :

.l

Apabila suatii bank mengikut sertakan

masyarakat sebagai pemegang saham

@ublic shareholders) maka korporasi

bank juga tunduk pada UU mengenai

pasar'modal, yakni UU Nomor 8 Tahun

1995. Demikian juga kalau suatu bank

adalah milik Pemerintah atau setidak-

tidaknya didirikan dan sebahagian besar

sahamnya dimiliki dan dikuasai oleh

Pemerintah, maka harus tunduk pada UU

mengenai "'Badan Usaha Milik Negara

sebagaimaha tertUang dalam UU Nomor

19 Tahun 2003. Sedangkan pelaksanaan

kegiatan usaha perbankan sendiri tunduk

pada UU No. 7/1992 sebagaimana telah

diub'ah dengan UU No. 10/1998.

ANALISA

Bank adalah merupakan salah 'satu

korp<irasi, lembaga (entity'1 yang haius

berbadan hukum (legal entitY).

Berdasarkan Pasal 2l ayat (l) UU No. 7

Tahun lgigl tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No.

l0 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (selanjutnya disebut

UU No. '7 Tuhun lggZ atau W
Perbankan\ bahwa bentuk hukum suatu

Bank Umum, dapat' berupa Perseroan

Terbatas, Koperasi atau Perusahaan

Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah

Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan

Terbatas; atau bentuk lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah

Dengan demikian bank sebagai korporisi,

bisa tunduk pada UU'mengenai perseroan

terbatas, yakni UU No. I Tahun 1995

apabila bentuk hukumnya (legal entity)

adalah perseroan terbatas atau PT, atau -

kalau berbentuk Koperasi- tunduk pada

UU mengenai Koperasi, yakni UU Nomor

25 fahun l99D ataubisa juga tunduk pada

UU menganai Perusahaan Daerah, yakni

UU Nomor 2 Tahun 1962 kalau didirikan

oleh Pemerintah Daerah dan merupakan

perusahaan yang modalnya (sebahagian
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Sebagaimana telah disebutkan, bahrya

bentuk hukum . dari suatu bank umum,

pada umumnya adalah perseroan terbatas,

walaupun demikian prinsip merg?r

lCIrpor,asi baik dalam UU P.erseroan

Terbatas atau dalam UU mengenai

Perusahaan Daerah dan Koperasi, pada

umqmnya sama: Namun dalam tulisan ini

hanya membahas mengenai merger bank

atau penggabung€n .bank yang bentuk

hukumnya adalah perseroan terbatas.

Dengan demikian berlaku ketentuan

penggabungan atau merger menurut UU

Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam hal

telah diatur dan ditentukan khusus untuk

perbankan" maka kemudian berlaku

ketentuan meger yang bersifat khusus

untuk bank.

Menurut UU perseroan terbatas (UU No.

I Tahun 1995) ysng dimaksud dengan

penggabungan . perusohaan adalah

penggabungan salu atau. lebih (perseroan)

menggabungkan diri (nerger company)

menjadi satu dengan perseroan yang telah

ada (surttiving conpary). Amanat Pasal

102 ayat (l) UUPT tersebut lebuh lanjut

dije,laskan dalam PP No. 27 Tahun 1998

tentang Penggabungan,' Peleburan, dan

Pengambilalihan Persgroan Terbatas,

yakni bahwa pcnggalonngan atau merger

adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh satu perseroan atau lebih (merging

company'1 untuk menggabungkan diri

dengan perseroan lain yang telah ada

(suruiving company) daJr selanjutnya

perseroan yang menggabungkan diri

menjadi bubar. Walaupun perseroan yang

menggabungkan diri akhirnya rnenjadi

bubar (likuidasi), namun berdasarkan

Pasal 2 PP 2711998 bahwa pengabungan

tersebut dilakukan tanpa 
, 
mengadakan

likuidasi terlebih dahulu. Dengan kata

.lain bubarnya perseroan yang

mengga!-rmgkan. diri t€rjadi setelah

terbenlp:f,nya atau adanya akta

penl$bungan. Kemudian dengan

penggabungan tersebut pemegang saham

merging compony menjadi pemegang

saham sumiving company. Demikian juga

ektlva dan passivt merging company

beralih karena hukum kepada perseroan

yang,sgrvive.

Penggabungan hanya dapat dilakukan

dengan memperhatikan kepentingan

pqrseroar!, pemegang saham minoritas,

dan karyawan perseroan yang

bersangkutan. Demikian juga

kepentingan masyarakat dan persaingan

sehatdalam melakukan usaha, serta harus

memperhatikan kepentingan kreditor

(Pasal4 dan 5). Mekanisme penggabungan

(nerger) dilatukan dengan mula-mula

Direksi perscroan yang akan merger

dan Direksi yang akan menerima
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penggabungan menyusua t sulan rcnchna

,negen Usulan dimaksud wajib mendapat

persetujuan (masing'masing) Komisaris,

yang sekurang-kurangnya memuat (antara

lain) : nama dan tempat kedudukan,

alasan penggabungan, tatacara konversi

saham, rencana perubahan anggaran

dasar, neraca perhitungan rugi-laba dalam

3 tahun terakhir, dan hal-hal )'ang perlu

diketahqi oleh masing-masing pemegang

saham, seperti neraca proforma perseroan

hasil penggabungan, perkiraan hal-hal

yang berkaitan dengan keuntungan dan

kerugian sorta masa depan perseroan.

Yang lebih penting dan terkait dengan

tulisan ini adalah cara penyelesaian status

karyawan yang akan mengabungkan diri,

serta penyelesaian hak dan kewajiban

perseroan terhadap pihak ketiga.

Demikian juga hal-hal lain yang perlu

diketahui oleh masing-masing pemegang

saham, adalah cara penyelesaian hak-hak

pemegang saham yang tidak setuju

terhadap merger, dan susunan gaji dan

tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris

perseroan hasil penggabungan (surrtiving

company); perkiraan jangka waktu

pelaksanaan merger; Laporan keadaan dan

jalannya perseroan serta hasil yang akan

dicapai. Kegiatan utama perseroan,

rincian masalah; nama-nama anggota

Direksi serta gaji dan tunjangan anggota

Direksidan Komisaris.

Usulan rencana merger tersebut

merupakan bahan penyusunan Rancangan

Penggabungan yang disusun brspma

oleh (para) Direksi perseroan yang akqn

melakukan penggabungan. Yang.paling

penting adalah bahwa dalam Rancangan

Penggabungan harus memult

penegesen dari pcrseroan yang akan

menerima penggabungan (surviving'J

mensenai nenerimaan oeralihan sesrlg
i-

hrk dan ketvajiban dari perseroan yang
, ,...-.,. :t :.

akan' mdnggabungkan diri.

Ketentuan merger sebagaimana tersebut

di atas adalah ketentuan merger atau

penggabungan untuk korporasi yang

berbentuk perseroan' terbatas.

Pengaturanhya bersifat umum pada

semua bntuk usaha yang berbadan

hukum perseroan terbatas. Bagi korporasi

bank yang berbentuk perseroah terbatas

atau bentuk tainnya (koperasi atau

Perusahaan Daerah), Pengaturan

mengenai corpomte action merger diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1999 tentang Merger,'Konsolidasi

dan Akuisis Bank. Peraturan Pemerintah

ini merupakan tex specialis dari PP'27

Tahun 1998 tersebut di atas.
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Sebelum adanya UUft, tidak ada

ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang merger,

kecuali merger di bidang perbankan,

yakni Keputusan MCnteri Keuangan No.

222KMK-017 11993' tanggal 26 Pebruari

1993 tentang Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Kemudian beberapa peraturan-

perundangan lainnya yang mengatur
', I 

_

tentang merger secara tersirat antara lain

Keputusan Menteri Keuangan No.

637IKMK-Mll994 mengenai adanya

perubahan terhadap hukum pajak yang

juga membawa dampak terhadap merger

dan akuisisi, terkait dengan reorganisasi

internal perseroan atau korporasi.

Demikian juga dengan beberapa, Surat

Edaran Bappepam dan Kepltusan Menteri

Kehakiman yang mengeluarkan bebtrapa

Keputusan Mentgri Kehakiman mengenai

syarat teftentu yang harus dipenuhi dalam

merger (Hukum Perusahaan hal. 83). 
I

Kenyataan tersebut dapat disittpulkan

bahwa pelaksanaan merger tElah

ierlaksana sebelum .adanya UUPT dan

berpedoman pada beberapa Keputusan

Menteri, Bank Indonesia dan Bappepam

serta azas umum dalam KUH Perdata,

yakni begiruel der contect vrijheid

1338 jo Pasal 1337 sepanjang memenihi

syarat sahnya perjarrjian dalam Pasal

1320 KUH Perdata.

Dalam Pasal 28 UU No. 7llggzjo UU

No. 10/1998 diatur ketentuan nfengenai

merger bank. Dengan demikian bahwa

suatu bank dapat melakukan merger

dengan bank lainnya. Dalam hal suatu

bank berbeiituk pbrseroan terbatas, dalam

UU No. 1/1995 ditegaskan bahwa suatu

perseroan atau lebih (dalam hal ini Bank

ttbu*tt,. merger company) dapat

merygdbungkan diri (merger) menjadi

satu dengan perseroan yang telah ada

(surviving company).

UU Perbankan lebih menegaskan bahwa

merger adalah penggabungan dari dua

bank atau lebih, dengan cara tetap

mempertahankan berdirinya salah satu

bank (surviviing bank, surttiving

company) dan membubarkan bank-bank

lainnya (merging compary) dengan atag

tanpa melikuidasi (Pasal I anggka 25)

Penggabungan (merger) dapat dilakukan

apabila Rancangan penggabungan

disetujui oleh RUPS masing-masing

perseroqn yang,bergabung. Keputusan

RUPS mengenai penggabungan, sah

apabila diambil sesuai dengan Pasal 74

ayat (l) ,yakni diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.rs-oseissrsiiF.gqd"ss-s-.*-*l?"$""..-l-e:*l
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Dan RUPS sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham (slnreholders) yang

mewakili paling sedikit % bagian dari

junilah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan disetujui paling sedikit %

bagian darijumlah suara tersebut.

Walau dimungkinkan merger, namun

salah satu hal yang dikhawatirkan pada

saat (akan) diundangkannya RUU

Perseroan Terbatas adalah mengenai

kemungkinan terjadinya monopoli atau

monopsoni apabila diatur adanya

kemungkinan perseroan melakukan

merger. Karena dengan demikian awiners

akan dapat memiliki dan menguasai suatu

produk atau bisnis dari hulu ke hilir.

Demikian juga dikhawatirkan akan terjadi

"penjajahan" dalam bentuk. baru terhadap

pekerja/buruh yang bekeda di suatu

perusahaan (korporasi) karena demikian

itu berarti bahwa pekerja akan menjadi

pekerja atau karyawan pada perusahaan-

perusahaan asing dalam hal perusahaan

tersebut di-'mrerger atau di-akulslsi oleh

"asing". Oleh karenanya semua hal

tersebut telah diantisipasi dengan memuat

klausul-klausul rambu pengaman datam

UUPT dan peraturan pelaksanaannya,

sebagaimana disampaikan dalam

Pbndapat Akhir Fraksi Karya

Pembanguan DPR-RI terhadap

Rancangan [Jndang-l,lndang (RUU)

tentang Perseroan Terbatas, H. Moh.

Hatta Mustafa, S.H. Kedudukan Hukum,

t42) menyampaikan bahwa dalam

rangka globalisasi, kita tidak mungkin

lagi menutup diri dan lepas dari pengaruh

hukum internasional maupun hukum

nasional negara-negara lain, terutama

yang mempunyai hubungan ekonomi

yang intensif dengan Indonesia. Secara

objektif ketentuan tentang

penggabuqge n (merger), peleburan dan

pengambilalilhan yang diatur dalam RUU

Persertidt Terbatas ini, secara sepintas

memberi kernungkinan monopoli dan

monopsoni dalam berbagai bentuknya.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi

terhadap kemungkinan adanya

monopoli atau monopsoni tersebut,

maka UU mengamanatkan mengatur

rambu-rambu yang ketat mengpnai hal

tersebut dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian maka lahirlah PP No, 27 Tahun

1998.

Hal ini ditegaskan dalam UUPT bahwa

perbuatan hukum penggabungan harus

memperhatikan kepentingan pesenoan,

pemegang saham minoritas, dan

karyawan (pekerja/buruh) perseroan; dan

kepentingan masyarakat serta perseingan

sehat dalam melakukan usaha (Pasal

r 05).
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Ketentuan ini menegaskan bahwa

penggabungan .tidak dapat dilakukan

kalau akan rnerugikan kepentingan pihak-

pihak tertentu dan harus pula dapat

diccgah kemungkinan terjadinya

monopoli, atau rnonopsoni dalam

berbagai bentuk-bentuk yang merugikan

masyarakat (Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas, hal79). 
:

Menyangkut pengatur4n mekanisme

merger khusus bagi,lgan[ menurut PP 29

Tahun 1999, merger adalah p.engabungan

2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap

mempertatankan berdirinya salah satu

bank dan, membubarkan bank-bank

lainnya t4npa melikuidasi terlebih dahulu.

Dalpm PP 79/1999 ini tegas disebutkan

bahwa likuidasi banlc/bank-bank yang

menggabungkan diri dilakukan setelah

merger. Artinyq tidak harus ada

pemberesan terlebih dahulu terhadap aset-

aset atau aktiva dan passiva ban/bank-

bank yang menggabungkan diri (merg)

akan tetapi otomatis menjadi tanggung

jaruab bersamapada sumiving bank

Ketentuan bagi dalam PP ini juga diatur

khusus misalnya, bahwa rnerger dapat

dilakukan atas inisiatif bank yang

bgrpangkutan, atau atas permintaan dari

Bank .lndonesia, ataukah inisiatif badan

khusus ,yang bersifa! sementara sebagai

diamanatkan Pasal 37A UU Perbankan.

Maksudnya,, adalah BPPN,

Penyehatan Perbankan Nasiorial.

Dalam PP ini juga diatur khusus bahwa

merger dapat dilakukan, selain

memperhatikan kepentingan banlG

kreditor, pemegang saham minoritas

dan karyawan bank, juga harus

memperhatikan kepentingan rakyat

bcnyak dan persaingan sqhat dalam

melakukan usaha 
- 
bank. Demikian

juga ,.bahwa untuk melakukan

merger- harus mendapat izin dari

tigrpinan Bank Indonesia. Untuk

memperoleh izin merger tersebut,

wajib dipenuhi persyaratan-persyaratan

persetujuan dari RUPS bagi Bank yang

berbentuk Perseroan Terbatas, atau rapat

sejenis bagi bentuk lainnya; Pada saat

terjadinya merger tidak melebihi 20 %

(duapuluh perseratus) dari jumlah aktiva

seluruh bank Indonesia; Permodalan

Bank hasil merger harus memenuhi

ketentuan rasio kecukupan modal (CAR)

yang ditetapkan Bank Indonesia. Dan

yang paling, penting, bahwa calon

anggot4 Direksi dan Dewan Komisaris

yang dituqjuk, tidak tercantum dalam

4lfta! orang yang melakukan perbuatan

tercela di bidang perbankan.

Mekanisme pelaksanaan merger, pada

pfnsipnya sama saja dengan mekanisme

Badan
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l

pelaksanaan p€Fggnbungan pada

perseroan terbatas sebagaimana telah

disebutkan. Dalarn mekanisme. tersebut

juga tercantum ketentuan hal-hal yang

perlu dikeahui oleh pemegang saham

masing-masing bank, antara lain cara

penyelesaian stetus loryrwrn benk yang

akan melakukan merger dan cat?

penyelesaian hak dan kewajiban bank

terhadap pihak ketiga. Perbedaannya

berkaitan dengan perizinan rm6rge[ ]rkni
setelah memperoleh persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham untuk

melakukan merger, Direksi masing-

masing Bank secara bersama-sama

mengajukan permohonan izin merger

kepada Bank Indonesia dengan tembusan

Menteri Kehakiman (maksudnya Menteri

Hukum dan HAM) dengan. melampirkan

Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta

Akta Merger.

Berkaitan dengan status karyawan bank,

baik karyawan atau (istilah hukum

perburuharr) pekerja/buruh pada bank

yang bank merger'maupun karyawan

bank sumive dalam kaiannya dengan UU

Ketenagakerjaan tidak dijetaskan siapa

yang berhak untuk melckukan

tlndakan"angkat kakP' apabila tidak

bersedia melanjutkan hubungan kerja, PP

27 Tahun 1998'dan PP 29 Tahun 1999.

palam PP yang mengatur tentang merger

,atarl p€ngg$ungan peperoan tersebut,

tegrs mcnyatakan bahwa harus 'dimuat

ketentuan mengcnai status - karyawan

pGnieroan atau bnnk yang,akan bergabung

atau m€rger (maksudnya merging

company). Tidak diminta' untuk

mempfhatikan karyawan pada wrciving

carrtparq/.' Menurut hmret sayar ktausul

tersebut kurang tepat karcna dtlam hal

tujadi merger atar penggatungan, pasti

terjadi ',.reorganisasi pada survivinll

conlpany. : Dpmikian juga harus diltkukan

kwa,lifikrisi " dsn kornpdensi pada

surnbdiya manusia yang fuolified,

Pasar akan men€ntukan bahwa SDM

yang lmalified-lah,yang akan masuk pada

surviving compariy, tidak, mcmandang

dari rnana asalnya, apakah dafi nuging

atau sumiviagcompany.

, SebagoimatNa telah saya kernukakan pada

ibagian awal di atas bah\ila,apabila t€rjadi

merger,.'mau tidak-mau, suka tidak suka

harus dilakukan reorgaanisasi dan

ataukah r€strukturisasi bank$ank yang

bergab,ung. Setidd<+idaknya terjadi

reposisi dan rotasi antar unit'unit yang

masih exdcr pada bank yang survive

(surttiving conpany), , demikian juga

kalan tidak masih menjabat pada posisi

jabetan rlang :d16o6uki, mungkin tedadi

dernosi/promosi, atau mutasi, sehingga

para pekerja, khususnya pekerja yang
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s-

menduduki jabatan ' dalarm st4*tqr'

organisasi bank. Dengan kata lain, dalam

hal terjadi merger, pasti ada jabatan-

jabatan,yang harus "dilikuidasiz' dan ada

jabatan*jabatan yang rnungkin tetap cxist

atau timbul jabatan-jabatan baru (pada

suwiving campary) hasil ,merger 'dan

dilakukan penempatan sesuai dongan

kehendak pcrnberi,keqa (managemafr\

Dengan demikiary pasti akan terjadi

demosi karyawan ,bagi ,yeng tidak

kualifred attu promosi bagi pekerja-

pekerja yang.mempunyai kualifikasi dan

kompetensi yang mernenuhi pcrsyaratan

j abatan,yang d itawarkan

Oleh karenatya menurut hemat saya,

kalau sessorang karyawan tidak ter*ena-

dampak adanya merger, dalam ,arti

misalnya tetap saja .menduduki posisi

jab*an , y,ang i sama . pada, ,earuiwcg

conryany atau mungkinj,uga pada nrergiag

eompany,' naka-,tidak ada hak bagi

karyawan yang bersarigkutan untuk

menyatakan , ."mengundurkan dirir'.

Sebal iknya yang,dapat mengundurkan diri

adalah karyawan. yang benar.benar

terkena dampak merger atau sebagai

akibat adanya reorganisasi dan reposisi

yang.mungkin terpaksa'harus diposisikan

pada jab*an !ang' sudah .tidak sesuai

dengan keahlian atau disiplin ihaunya.

Walaupun hal ini rnasih sangat rtlatif. , ,

Dalam kasus yangterkakhir ini stateweg

ke+idakbersedia-an karyawan untuk

melar$utkan hubungan - kerja , (dalam

kasus merger\ ters€but, tidak dapat

diterjemahkan sebagai mengundurkan

diri atas kemauan sendiri sebagaimana

,dirnaksud Pasal ,162 ayat (1). Dernikian

juga hak-haknya bukan hanya sekedar

,ilong pcnggontian hak dan uang pisah

,safa. Akan tetapi selain berhak atas uang

pnnggantian hak (sesuai ketentuan Pasal

156 ayat.-(4), juga berhak,atas pesangon

eesuti k"t*t".n Pasal '156 ayat (2) dan

gafrfu'.'penghargaan ,masa ' kerja sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat(3),

Sampai seberapa lama waktu statement

te$ebut berlaku sehingga tidak

diterjemahkan pekerja/buruh mengundur-

:kan diri; Tidak dijelaskan dalam UU

ketenagakerjaan. Namun karena proses

merger tersebut mulai dari trsul

penggabungan atau merger .samPai

kepada pembuatan:akta merger atas dasar

,RUPS dan pengesahan akte merger oleh

Menteri Hukurn dan HAM (baca

Menteri Kehakiman) .memerlukan, waktu

setidak-tidaknya 3 bulan. Bisa terjadi;

bahwa pad* saat sedang terjadi isyu

'ffiergpr dan dibuatnya akte fierger peta

keryawan tidek menyatakan kehendak

untuk tidak , bersedia melanjutkan
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hubungan kerja, namun seiring dengan

perjalanan waktu sampai dengan

pengesahan akte merger, barulah

kemudian menentukan sikap untuk tidak

bersedia melanjutkan hubungbn kerjq

maka demikian itu dapat dikatakan

sebagai mengundurkan diri atas kimauan

sendiri dan tidak berhak atas pesangon

dan penghargaan masa kerja.

.. :. .....
Alangkah lebih baik, jika terjadi merger,

pihak management mengeluarkan

statement dan jangka waktu untuk

menyatakan sikap, sehingga dalam jangka

waktu yang''telah'ditentukan tersbut

diri un-tuk tidak melanJUtltln

hubungan,,krri. apabila, terke4a

langsung , dqmpak mcrger atau

penggabungan. Dcngan , kata lain,

pekerja/buruh (karyawan) yang

, mempunyai h8k untuk. mOnyatakan

statement tidak persedia melanjutkan

hubunganl kerja. tidak hanya pada

persercan atau korporasi (dalam hal

ini . B-ank) yang merger saja, akan

tetapi karyawan pada perseroan alau

korporasi yang su,nive juga

m.gpngn)4ai kes.ernpatan. yang sama

apabila terkait langsung dengan

,:rr.:..*Gp€6ti11p**.+r:..,,::r;'p€Fl$Oll8l:-, -"" .,)tr$$ .fi

'l merupakan masa yang ditentukan secara bersangkutan. 
I

lr,
,j resmi oleh kedua belah pihak untuk 2. Yang bertanggung-jawab untuf l'

mengambil sikap melanjutkan atau

memutuskan hubungan kerja. Walaupun

ieposisi, promosi atau demosi belum

dilakukan. Karena persoalan reposisi,

restrukturisasi, demosi atau promosi

adalah merupakan "wilayah" internal

management korporasi.

PEI\iUTTJP

l. Apabila terjadi merger bank, maka

setiap karyawan, baik dari merging

company maupun surviving company

membayar kewajiban yang 
I

menyangkut uang pesangon, u.ng 
I

penghargaan rfiiasa kerja' dan' 'uang.

penggantian hak serta uang atau hak- 
|

hak lainnya yang terkait dengan
I

hubungan kerja adalah sumiving 
I

I

company yang bank yang tetap exist I

'''' kaf€fia'''ddffrri ""RencAngfih' Mergef

Wajib memuat klausul peralihan

tanggung-jawab merging company

kepada sumiving company, termasuk

kewajiban terhadap karyawan yang

harus "meninggalkan" perusahaan

i hak uhtuk menyatakan (Bank
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